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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAWALI KECAMATAN
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NIM. 216130133
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Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak

Skripsi ini membahas masalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan
anggota badan permusyawaratan desa (BPD) di desa tawali kecamatan wera
kabupatan bima, dimana penelitian mengangkat masalah partisipasi masyarakat
terhadap pemilihan anggota BPD didesa tawali, metode yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data
melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menyatakan
bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota BPD di Desa Tawali
Kecamatan Wera Kabupaten Bima berjalan sesuai dengan asas demokrasi,
walaupun pada dasaranya politik itu tidak bisa terlepas dari sistem cultural dan
budaya baik secara konvensional ataupun non konvensioal, karena poltik dimana
saja sama, artinya bagaimana kelompok manusia saling mempengaruhi satu sama
lain, walaupun dalam sistem politik sudah diatur dengan Perbup dan Perda akan
tetapi sistem politik tidak dapat dipisahkan dari pendekatan emosional antara yang
sudah terpilih dengan akan dipilih, inilah yang belum mampu di hindari oleh
politik, khususnya desa tawali dalam proses pemilihan anggota BPD tidak dapat
terhindarkan dari konvensional dan non konvensional.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, dalam pemilihan anggota BPD Desa Tawali.

Xi



COMMUNITY PARTICIPATION IN THE SELECTION OF THE
VILLAGE CONSULTANCY BOARD’S MEMBERS IN TAWALI
VILLAGE, WERA, BIMA IN 2019

(Case Study in Tawali Village, Wera District, Bima Regenc);)

FIRGI RIES PRATAMA
NIM. 216130133
Government Science Study Program
Faculty of Social and Political Science
Muhammadiyah University of Mataram

Abs;ract

The research highlights the question of community engagement in the
election of members of the village consultative boards (BPD) in the village of
Tawali, sub-district of Wera, Bima. The study applied the descriptive qualitative
method, using data collection techniques through documentation, interviews, and
observations. According to the findings of the study, community participation in
the election of BPD members in Tawali Village, Wera District, Bima Regency
follows democratic principles, despite the fact that politics cannot be separated
from the cultural and cultural system in both conventional and non-conventional
ways, Because politics is the same everywhere, meaning how human groups
influence one another, even though Perbup and Perda govem it in the political
system, the political system cannot be isolated from the emotional approach
between those who have been elected and those who will be elected. This is
something that politics has not been able to escape, particularly in the hamlet of
Tawali, where the selection of BPD members is unavoidable from both
conventional and unconventional means.

Keywords: Community participation, in the election of the Tawali Village BPD'’s
members.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Secara rasional bahwa Desa mempunyai hak tanggungjawab dan hak
konvensional dalam mengatur atau mengurus kepentingan suatu daerah
sekitarnya serta mengambil bagian dalam memahami keyakinan otonomi yang
bergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, seperti halnya seluruh organisasi. Republik Indonesia, Kota telah dibuat
dalam struktur yang berbeda. sehingga harus dipastikan dan dimungkinkan
untuk menjadi kokoh, maju, bebas, dan berdasarkan popularitas dengan tujuan
dapat membuat kemapanan yang kokoh dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan peningkatan menuju masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan otoritas publik, baik
dalam sistem ras politik maupun dalam pelaksanaan kewajiban dan
kapasitasnya, harus sesuai dengan strategi dan komponen yang telah diatur
dalam Demonstrasi dan materi hukum dan pedoman.

Pergantian peristiwa politik dan hukum yang dilindungi di Indonesia
berkembang pesat setelah revisi UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan
Perorangan Republik Indonesia (MPR RI) periode 1999-2002. Salah satu
komponen perbaikan sebagaimana disinggung di antaranya dengan penguatan
sistem aturan mayoritas partisipatif oleh individu. Sebagaimana diperintahkan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2

menegaskan bahwa, “berwenang adalah milik orang-orang dan dilakukan



menurut Undang-Undang Dasar”. Goyangan individu adalah pendidikan sistem
berbasis suara di mana kekuatan berada di tangan individu. dalam kepemilikan
individu. Jadi individu sepenuhnya memegang kekuatan negara. Hal ini
ditegaskan oleh posisi delegasi individu melalui pemilihan umum (pemilu).

Mengenai susunan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pemerintah Desa merupakan sub susunan dari penyelenggaraan
pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintahan
Kabupaten. Desa sebagai pemimpin dalam kerangka pemerintahan terdekat
akan mengelola daerah setempat. Selanjutnya, kerangka dan sistem
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditegakkan dan dikendalikan secara tegas
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ciri
Pemerintah Daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
membawa semangat baru bagi proses demokrasi di level Desa. Demokrasi
ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap
pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi
warga diatur dalam Pasal 54 UU Desa, dimana semua unsur warga menjadi
bagian dari musyawarah tertinggi di Desa dalam pengambilan keputusan
strategis yang diselenggarakan (BPD).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public
yang meliputi kegiatan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam usaha
mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala

kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.



Sehingga paling sedikit ada empat unsur yang terkandung didalam unsur

pemerintahan, yaitu :

1. Ada pihak yang terlibat

2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau yang
memerintah

3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah atau rakyat

4. Antara pihak tersebut terdapat hubungan.

Dengan demikian dapatdipahamibahwaposisi (BPD) masuk pada ranah
Legislatif yang memiliki fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa dan melakukan pengawasa kinerja Kepala Desa.

Secara yuridis Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor
1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Nomor 79, menyebutkanbahwa : Badan Permusyawaratan
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan
memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan
keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh

rakyat. Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk



berpartisipasi aktif.Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan
sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas maka pemilihan anggota (BPD)
harus melalui Demokrasi yang artinya melibatkan seluruh Pemilih atau warga
Desa setempat yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.Menurut Pasal 1 angka
(34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesi, Nomor 6109,
menyebutkan bahwa : Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah
pernah kawin.

Selain itu secara Demokrasi, pemilihan anggota (BPD) seyogyanya juga
menganut dan berasaskan (Luber) dan (Jurdil), Luber artinya: langsung, umum,
bebas, rahasia, sedangkan Jurdil artinya : jujur, dan adil. Langsung berarti
pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh
diwakilkan atau rakyat memiliki hak atas memberikan saspirasinya secara
langsung dengan hati nurani, tanpa perantara.

Secara sosiologis tidak demikian halnya, dimana pemilihan anggota
(BPD) di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima pada tahun 2019 yang
dilaksanakan secara Demokrasi melanggar asas “Langsung” dimana
argumentasi ini dibangun secara fakta bersumber dengan informasi yang

didapat yaitu: saat pemilihan kades Desa Tawali pada periode 2018-2024



jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu berjumlah : 3450 Pemilih, sedangkan
jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan anggota BPD periode 2019-
2025 yaitu berjumlah : 309 Pemilih.Sehingga Penulis merasa tertarik untuk
mengangkat dan meneliti skripsi yang berjudul
“Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pemilihan  Anggota  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera
Kabupaten BimaTahun 2019”.
Berdasarkan uraian yang sudah di jelaskan di bagian latar belakang di
atas, penulis merumusan masalah sebagai berikut :
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimanakah Masyarakat berpartisipasi Dalam Pemilihan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bima Kecamatan Wera Desa Tawali
pada Tahun 2019 ?
1.3 Tujuan Penelitian
Dari uraian rumusan masalahan di atas, adapun tujuan yang ingin
dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019.
1.4 Manfaat Penelitian
Berbeda dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin

dicapai dari penelitian ini, yaitu:



14.1.

14.2.

14.3.

Secara Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan
bagi para Pemerintahan setempat (Badan Permusyawaratan Desa dan
Kepala Desa) serta masyarakat terkait dengan “Masyarakat
berpartisipasi Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di Kabupaten Bima Kecamatan Wera Desa Tawali pada Tahun
20197,
Secara Teoritis
Adapun hasil dari penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan  pemerintahan, khususnya dibidang “Masyarakat
berpartisipasi Dalam Pemilihan Anggota BPD di Kab. Bima Kec. Wera
Desa Tawali pada Tahun 2019”.
Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan limu

Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

dengan topik penelitian yang hampir sama dengan peneltian ini, adapun

perbedaaan atau kesamaan dari penelitian terdahulu adalah sebegai berikut:

penyelenggaraa
pemerintahan
yang
mengedepankan
pemerintahan
yang aspiratif dan
bertanggungjawab
demi  kemajuan,
kesejahteraan dan
kemakmuran
masyarakat
khususnya dalam
proram
pembangunan
desa.

No | Penulis Tahun, Judul Hasil Penelitian Persamaan Dan
Perbedaan/relevansi
1. | Sudirman | Peran Badan | Peran Badan | Persamaan,
Permusyawaratan | Pemusyawaratan | penelitian yang
Desa (BPD) | Desa (BPD) | dilakukan oleh Sri
Terhadap dititikberatkan Hartati dengan
Pemerintahan pada proes | penelitian yang saya
Desa Di Desa | penyelenggaraan | terliti memiliki
Lembang pemerintah  desa | kesamaan yaitu
Kecamatan yang membahas  tentang
Kajang responsibilitas Badan
Kabupaten dan akuntabilitas. | Permusyawaratan
Bulukumba, Sehingga Desa (BPD).
(2012) diharapan o
terjadinya Perbedaan, hasil riset

ini dengan riset saya
teliti yaitu Sudirman

membahas  tentang
Peran Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD)
Terhadap
Pemerintahan  Desa
dengan fokus
penelitian di  desa
lembang kecamatan
kajang kabupaten
bulukumba
sedangkan pada
penelitian ini penulis
fokus terhadap
Partisipasi




Dalam
Anggota

Masyarakat
Pemilihan
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) dan
dengan lokasi riset
yang tidak sama yaitu
di Desa Tawali Kec.
Wera Kab. Bima.

Sri
Hartati

Analisis
Pelaksanaan
Fungsi Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) Di
Desa Sungai
Ungar
Kecamatan
Kundur
Kabupaten
Karimun, (2010)

Pelaksanaan

fungsi BPD
berada dalam
kategori  kurang

baik karena dari 4
(empat) indikator
yang ada,
tanggapan
responden adalah
tidak setuju atau
kurang baik

Persamaan,
penelitian yang
dilakukan oleh Sri
Hartati dengan
penelitian yang saya
terliti memiliki
kesamaan yaitu
membahas  tentang
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD)
Perbedaan,
penelitian yang
dilakukan oleh Sri
Hartati dengan

penelitian yang saya
terliti yaitu Sri Hartati
membahas  tentang
Analisis Pelaksanaan
Fungsi Badan
Permusyawaratan
Desa dengan lokus
penelitianya Di Desa
Ungar Kecamatan
Kundur  Kabupaten
Karimun sedangkan
penelitian penulis
fokus ke tentang
Partisipasi
Masyarakat
Pemilihan
Badan
Permusyawaratan
Desa memiliki
lokasi/tempat  riset
yang tidak sama yaitu

Dalam
Anggota




Di Desa Tawali Kec.
Wera Kab. Bima

Wiwik
Anggreini

Kinerja  Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) Di
Desa Parahu
Kecamatan
Sukamulya
Kabupaten
Tangerang,
(2018)

Walaupun sudah
efektif, ternyata
masih ditemukan

beberapa masalah
yaitu, kurang
aktfinya BPD
dalam
menjalankan
fungsinya,
pengawasan
terhadap
pelaksaaan
pembangunan
desa masih
kurang  efektif,
kurangnya
komunikasi  dan
koordinasi antara
BPD dengan
Kepala Desa
dalam

penyelenggaraan
pemerintahan

desa, dan BPD
kurang
mengadakan
perteman atau
rapat dengan
masyarakat

Persamaan,
penelitian yang
dilakukan oleh Sri
Hartati dengan
penelitian yang saya
terliti sama-sama
membahas tentag
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD)
Perbedaann,

peneltian ini dengan

penelitian penulis
yaitu Wiwik
Anggreini membahas
tentang Kinerja
Badan
Permusyawaratan

Desa (BPD) dengan
lokus penelitianya di
Desa Parahu
Kecamatan
Sukamulya
Kabupaten Tangerang
sedangkan penelitian
penulis  fokus ke
tentang Partisipasi
Masyarakat  Dalam
Pemilihan  Anggota
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) memiliki
lokasi/tempat  riset
yang tidak sama yaitu
Di Desa Tawali Kec.
Wera Kab. Bima




Edi
Zarman

Analisis
Partisipasi Politik
Masyarakat
Dalam Pemilihan
Kepala Desa
Ranah Singkuang
Kecamatan
Kampar
Kabupaten
Kampar, (2010)

Mengenai
kehadiran
masyarakat dalam
pemungutan
suara, pada saat
pemilihan kepala
desa  dikatakan
baik, karena 51
orang atau 85%
dari  responden
ikut berpartisipasi
di dalam
pemilihan  calon
kepala desa.

Persamaan,
penelitian ini dengan
penelitian penulis
yaitu sama-sama
membahas  tentang
Partisipasi
masyarakat
Perbedaan.

Penelitian ini dengan
penelitian penulis
yaitu Edi  Zarman
membahas  tentang
Analisis  Partisipasi
Politik ~ Masyarakat
Dalam Pemilihan
Kepala Desa dengan
tempat penelitian di
Desa Ranah Kec.
Kampar Kab. Kampar
sedangkan penelitian
penulis  fokus ke
tentang  Partisipasi
Masyarakat  Dalam
Pemilihan  Anggota
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) memiliki
lokasi/tempat  riset
yang tidak sama yaitu
Di Desa Tawali Kec.
Wera Kab. Bima
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Falua Analisis Tingkat | Mayarakat desa | Persamaan,

Jisokhi Partisipasi Orahili  sebagian | penelitian ini dengan

Haluana“ | Masyarakat besar ikut | penelitian penulis
Dalam Pemilihan | memilih  karena | yaitu sama-sama
Kepala Desa Di | adanya mobilisasi | membahas  tentang
Desa Orahili | politikdari elit partisipasi
Kecamatan desa atau tokoh | masyarakat

Pulau-Pulau Batu

masyarakat yang

Perbedaan, penelitian

Kabupaten Nias | mempunyai re -

Selatan, (2019) | pengaruh besar di | '™ dengan penelitian
desa Orahili. | Penulis yaitu Falua
Dalam Jisokhi Haluana'a
memberikan membahas  tentang
pengaruhnya Analisa  Tingkat
tersebut para elit | Partisipasi
desa atau tokoh | Masyarakat  Dalam
masyarakat  ini Pemilihan Kepala

mengajak
masyarakat untuk

Desa dengan fokus
penelitianya di Desa

ikut serta dalam | Orahili - Kecamatan
menggunakan hak | Pulau-Pulau _
suaranya akan | Kabupaten _ l_\llas
tetapi di samping sedangkan penelitian
itu juga mereka penulis fokusE. ke_
memberikan tentang  Partisipasi
rekomendasi Masyarakat  Dalam
calon kepada Pemilihan  Anggota
masyarakat yang | Badan

menurut mereka | Permusyawaratan

pantas untuk

dipilih

Desa (BPD) memiliki
lokasi/tempat  riset
yang tidak sama yaitu
Di Desa Tawali Kec.
Wera Kab. Bima

Sumber: Penelitian terdahulu diolah 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan pada tabel di atas,
dapat di kemukakan hasil penelitian terdahulu. Pertama adalah skripsi yang i
berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintah
Desa”. Oleh Sudirman 2012. Kesimpulan peran badan permusyawaratan desa

(BPD) di titik beratkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang
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responsibilitas dan  akuntabilitas.  Sehingga diharapkan terjadinya
penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemerintahan yang
aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, Kkesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat khususnya dalam program pembangunan desa.

Penelitian berikutnya skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.Oleh Sri Hartati 2010.Kesimpulan
pelaksanaan fungsi BPD berada dalam kategori kurang baik karena dari 4
(empat) indicator yang ada, tanggapan responden adalah tidak setuju atau

kurang baik.

Penelitian  berikutnya  skripsi dengan judul “Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)”. Oleh Wiwik Anggreini 2018. Kesimpulan
walaupun sudah efektif , ternyata masih ditemukan beberapa masalah yaitu,
kurang aktifnya BPD dalam mejnalankan fungsinya, pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan desa masih kurang efektif, kurangnya komunikasi
dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan
pemerintah desa, dan BPD kurang mengadakan perteman atau rapat dengan

masyarakat.

Penelitian selanjutnya skripsi dengan judul “Analisis Partisipasi Politik
Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa”. Oleh Edi Zarman 2010.
Kesimpulan mengenai kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara, pada
saat pemilihan kepala desa dikatakan baik, karena 51 orang atau 85% dari

responden ikut berpartisipasi di dalam pemilihan calon kepala desa.
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Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa”. Oleh Falua Jisokhi Haluanaa
2019. Kesimpulan masyarakat desa orahili sebagian besar ikut memilih karena
adanya mobilisasi politik dari elit desa atau tokoh masyarakat yang
mempunyai pengaruh besar di desa Orahili. Dalam memberikan pengaruhnya
tersebut para elit desa atau tokoh masyarakat ini mengajak masyarakat untuk
ikut serta dalam menggunakan hak suaranya akan tetapi disamping itu juga
mereka juga memberikan rekomendasi calon kepada masyarakat yang menurut

mereka pantas untuk dipilih.

2.2 Kerangka Teori
2.3 Partisispasi
Investasi penduduk atau daerah dalam suatu gerakan politik tidak dapat
dipisahkan dari kepentingan politik daerah setempat. Dimana daerah
merupakan faktor utama dalam menentukan perintis pemerintahan baik di

tingkat pusat hingga tingkat paling bawah, khususnya desa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Syafilie, (2002:132) partisipasi adalah
kepastian sikap dan kontribusi keinginan setiap individu dalam situasi dan
keadaan organisasi, sehingga pada akhirnya mendorong orang tersebut untuk
berminat mencapai tujuan hierarkis, dan berpartisipasi dalam setiap kewajiban

bersama.

Kepentingan daerah dalam setiap siklus pembuatan strategi publik sangat

penting sebagai kesan standar pemerintahan kerakyatan di suatu negara. Hal
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ini ternyata sangat cocok ketika penanaman modal daerah kemudian disebut
sebagai salah satu aturan yang harus dilakukan oleh otoritas publik dengan

tujuan akhir untuk mengakui administrasi yang hebat.

Menurt Adisasmita, (2014: 4) prinsip partisipasi adalah:

Aturan kepentingan dengan tujuan akhir untuk mengakui pemerintahan
yang hebat dibawa keluar melalui pengembangan kerangka jalan yang
sangat sesuai dengan pandangan baru yang menciptakan investasi daerah
dengan melihat daerah sebagai penonton serta salah seseorang yang
mempunyai semangat menolong dan saling melakukan kerja sama dalam
kemajuan.

2.4 Konsep Partisipasi Masyarakat

Gaventa dan Valderma (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi
masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian
dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan
dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang
mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan
asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisiasi
masyarakat meliputi:

1 Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga
sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia
memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga
pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap
melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai
kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi
kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih
menyisahkan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan
sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak
masyarakat.

3 Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan
keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
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4. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik
terhadap  penyelenggaraan  dan  lembaga  pemerintahan.
Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termaksud
Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan terhadap
peneyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Dengan melibatkan
warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan
kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan,
dan meningkatkan warga dipercaya sebagai indicator penting bagi
menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

2.4.1 Partisipasi Politik

Kerja sama politik memiliki implikasi yang berbeda, ada
beberapa ahli yang menyatakan pandangannya tentang kepentingan
politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Surbekti (2006: 144-145), yang
tersirat dari dukungan politik adalah kerjasama warga negara dalam
memutuskan semua pilihan yang menyangkut atau mempengaruhi
kehidupan mereka.

Sebanding dengan negara agraris Hutingtondalam Surbekti
(2007;140) memberikan pemahaman yang lebih luas dengan cara tegas
memasukkan demonstrasi terlarang dan kebrutalan. Kerja sama politik
adalah tindakan warga yang berlangsung sebagai manusia, yang
diharapkan berdampak pada dinamika pemerintahan. Investasi umum
adalah individu atau agregat, terkoordinasi atau tidak dibatasi, konsisten

atau tidak konsisten, tenang atau brutal, sah atau terlarang, kuat atau

tidak mencukupi.
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Menurut Budiarjo (2008 : 367) Secara umum, bantuan politik
dicirikan sebagai demonstrasi seseorang atau sekelompok orang untuk
mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik, terutama dengan
memilih perintis bangsa secara langsung atau dengan saran Yyang
memengaruhi metodologi otoritas publik (metodologi publik. Dari
sebagian penilaian para pakar tersebut, yang tersirat dari investasi politik
adalah adanya latihan atau dukungan warga dalam ukuran otoritas
publik. Sehingga kehadiran investasi politik akan mempengaruhi
kehidupan mereka.

Menurut Surbakti (2007: 140) dukungan politik dibedakan
menjadi dua, yaitu kepentingan dinamis yang spesifik dan investasi yang
terlepas. Kepentingan dinamis adalah untuk mengusulkan strategi publik,
mengusulkan strategi publik elektif yang tidak sama dengan pendekatan
yang dilakukan oleh otoritas publik, mengajukan reaksi dan peningkatan
untuk memperbaiki pengaturan, mencakup penilaian dan memilih
pelopor pemerintah.

Untuk sementara, seperti yang dikemukakan oleh Milbart dan
Goel di Surbekt (2007 : 140) membedakan partisipasi menjadi beberapa
kategori, yaitu :

Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan

menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator.Artinya, orang

yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan
umum.Ketiga, gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif
terlibat dalam proses politik, yakni kominukator, spesialis

mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerjaan
kampanye, dan aktivis masyarakat.
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2.4.2 Faktor Partisipasi Politik
Dukungan politik adalah tindakan yang jelas terkena dampak
terhadap beberapa variabel. Sesuai dengan pendapat oleh Surbakti
Ramlan (2008:140) terdapat dua faktor yang signifikan mempengaruhi
tingkat kerjasama politik seorang individu, khususnya:
Untuk memulainya, bagian dari perhatian politik kepada
otoritas publik (politis framework). Apa yang tersirat dari
kesadaran politik adalah keakraban dengan hak dan komitmen
warga. Misalnya, hak politik, hak moneter, hak asuransi yang

sah, komitmen keuangan, komitmen sosial, dan sebagainya
pengaturan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah.

Juga, ada faktor bebas (bukan faktor otonom). Ini menyiratkan
bahwa rendahnya derajat kedua variabel dipengaruhi oleh komponen
yang berbeda, seperti kesejahteraan ekonomi, hubungan politik orang
tua, dan pengalaman hierarkis. Yang dimaksud dengan kesejahteraan
ekonomi adalah keadaan individu yang bergantung pada terjun, sekolah,
pekerjaan, dan sebagainya. Selain itu, status keuangan adalah keadaan
individu dalam masyarakat umum, sehubungan dengan tanggung
jawabnya. Seseorang yang memiliki status ramah dan moneter tinggi
tidak hanya diandalkan untuk memiliki informasi politik, tetapi juga
memiliki minat dan kekhawatiran terhadap masalah legislatif dan

mempercayaan otoritas publik (Ramlan S, 2006:144-145).

Untuk sementara, seperti yang ditunjukkan oleh Milbrath yang
dikutip oleh Michael Surge dan Althof di Surbekti (2000:168)

memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:
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Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik.
Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang
terhadap perangsak politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi
dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi
keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan Kkarakteristik social seseorang. Dapat
disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin
dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan factor-
faktor tersebut memiliki pengaruh yang relative cukup besar
terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu meningkat sifat dan system partai tempat individu itu
hidup. Seorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-
partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan
memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung
berpartisipasi dalam politik.

Ke empat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini
merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan
watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu
pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi
politik.

2.4.3 Tipologi Partisipasi Politik

A.Rahman (2007: 228) menyatakan bahwa secara umum

tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

1

2

Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses
input dan output.

Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada
output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima
melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah

Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap
sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Cholisin (2007:152) membedakan partisipasi politik menjadi

beberapa kategori yakni :

1.

2.

Partispasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik
diri dari proses politik.

Partisipasi politik spector orang yang setidak-tidaknya pernah ikut
memilih dalam pemilihan umum.

Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam
proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak
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tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis
masyarakat.

4. Partisipasi politik pengkritik orang-orang yang berpartisipasi dalam
bentuk yang tidak konvensional.

Oleh karena itu, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa
arah investasi politik yang dinamis terletak pada sumber dan hasil data
politik. Sedangkan investasi jauh terletak pada hasil yang didapat. Selain
itu, ada pula anggapan bahwa masyarakat secara umum dari kerangka
politik saat ini dianggap menyimpang berdasarkan apa yang diadili
sehingga menimbulkan kepentingan politik yang jauh.

Pemberian suara dalam Pilkades merupakan salah satu bentuk
kepentingan politik yang sedang berlangsung. Meskipun gerakan ini
hanya demokratis, tetapi juga mencakup motto yang diberikan dalam
misi, bekerja dalam membantu keputusan, membantu stasiun survei dan
lain-lain.

Sedangkan Olsen sebagaimana dikutip Rahman (2007:289)
melihat investasi sebagai elemen fundamental dari pemisahan sosial. la
membagi dukungan menjadi enam lapisan, menjadi pelopor politik
tertentu, komunikator (individu yang mendapatkan dan menyampaikan
pikiran, mentalitas, dan data lain kepada orang lain), warga. masyarakat,
pertemuan yang diminimalkan (individu yang hampir tidak memiliki
kontak dengan kerangka politik), dan pertemuan terpisah (individu yang
jarang tertarik pada masalah legislatif).

Dukungan politik juga dapat diurutkan berdasarkan jumlah

penghibur individu dan kelompok. Perorangan adalah seseorang yang
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membuat surat yang memuat kepentingan atau keberatan terhadap
otoritas publik. Sementara itu, yang dimaksud dengan kerjasama agregat
adalah latihan warga sekaligus berdampak pada para ahli, misalnya
latihan dalam ukuran ras politik secara keseluruhan.

Dukungan agregat dipisahkan menjadi dua, Kkhususnya
kepentingan agregat reguler, misalnya, melakukan latihan dalam ukuran
ras politik secara keseluruhan dan investasi politik agregat non-
tradisional  (kuat) seperti pemogokan gelap, pemberontakan,
pengendalian struktur publik. Kerja sama politik agregat paksa dapat
dipisahkan menjadi dua, yaitu aktivitas kuat padat dan aktivitas kekuatan
lemah. Sebuah aktivitas yang memaksa seharusnya solid dilihat dari tiga
tindakan, khususnya melawan sistem (mengabaikan prinsip-prinsip
dalam aturan investasi politik biasa), mengganggu kerja pemerintah dan
harus menjadi aksi kumpul-kumpul. dilakukan oleh monoelit. Sementara
itu, dukungan politik agregat kuat yang lemah adalah salah satu yang
tidak memenuhi tiga kondisi yang dirujuk sebelumnya.

Di negara-negara agraris, kerja sama politik pada umumnya
akan diaktifkan dan dikoordinasikan secara luas untuk kepentingan
kemajuan. Orang-orang yang menunjukkan atau memberikan suara
dengan cara ini tampaknya merupakan jenis dukungan politik yang tulus

dan sederhana dan menarik perhatian dari berbagai pertemuan.
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2.4.4 Bentuk Partisipasi Politik
Menurut Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya
kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi
empat tipe vyaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan

(apatis).Partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif).

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh
(Almondyang) dikutip oleh Mohtar Mas*“oed (2011:57-58) yang terbagi
dalam dua bentuk yaitu: Partisipasi politik konvensional dan partisipasi
politik non konvensional.Adapun rincian bentuk partisipasi politik

konvensional dan non konvensional dengan pengertian sebagai berikut :

1. Partisipasi politik konvensional
a. Pemberian suara atau voting
b. Diskusi politik
c. Kegiatan kampanye
d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok
kepentingan
e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau
administratif.
2. Partisipasi politik non konvensional
a. Pengajuan petisi
b. Berdemontstrasi
c. Konfrontasi
d. Mogok
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2.5 Pengertian, Tugas, Fungsi,dan Syarat menjadi anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
2.5.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Secara yuridis Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495, Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (8) Peraturan Daerah
Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan
Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79, menyebutkan
bahwa : Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2.5.2 Persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah
Kabupaten BimaTahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Nomor 79, menyebutkan bahwa Persyaratan calon
anggota BPD adalah:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah kawin;

4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

5. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;

6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

7. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;

8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;dan

9. SKCK dari polres/polsek sekitar.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
menyebutkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
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b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa

tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Menggali aspirasi masyarakat;

Menampung aspirasi masyarakat;

Mengelola aspirasi masyarakat;

Menyalurkan aspirasi masyarakat;

Menyelenggarakan musyawarah BPD;

Menyelenggarakan musyawarah Desa;

Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwaktu;

Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa
dan lembaga Desa lainnya; dan

Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan
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C.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,menyebutn

bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :

1.

2.

Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara
lisan dan tertulis;

Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Pemerintah Desa;

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola
pemerintahan yang baik;

Menyusun peraturan tata tertib BPD;

Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil

kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
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10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB
Desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan
Desa kepada Kepala Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2.6 Pengertian Desa
Secara yuridis Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495, Pasal 1angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79,
menyebutkanbahwa :
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
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masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Partisipasi masyarakat

Aktif
1. Kesadaran Tentang Hak
Politik
2.Kesadaran Kewajiban
Politik

Partisipasi Konvensional
1. Pemberian suara
2. Diskusi politik

Sumber : Mas’oed dan Surbakti (2011)
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2.8 Definisi Konseptual
1 Partisipasi dapat dibagi menjadi dua bagian penting ; Pertama, aspek
kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik).Yang dimaksud
dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga
negara.Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum,
kewajiban ekonomi, kewajiban social dll. Kedua menyangkut bagaimana
penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan
pemerintahnya.
2 Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non
konvensional dengan pengertian sebagai beirikut :
1. Partisipasi politik konvensional
a) Pemberian suara atau voting
b) Diskusi politik
c) Kegiatan kampanye
d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok
kepentingan
e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau
administratif.
2. Partisipasi politik non konvensional
a) Pengajuan petisi
b) Berdemontstrasi
c) Konfrontasi

d) Mogok
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2.9 Definisi Operasional

No | VARIABEL INDIKATOR

1 Partisipasi Aktif 1. Kesadaran Tentang Hak Politik
2. Kesadaran Kewajiban Politik

2 Partisipasi Konvensional 1. Pemberian suara
2. Diskusi politik
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui “metode” berasal dari kata Yunani “methodos”
atau dari kata Latin “methodus” yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan
atau ilmu memeriksa secara nasional (atau meneliti) dan cara melakukan
kegiatan penelitian”.

Sedangkan Plato menggunakan “Percakapan atau dialog dengan dirinya
(jiwa sendiri)” untuk mencari kebenaran dan hakikat berbagai masalah sosial
yang harus diberi alasan (argumentasi yang logis)”.

“Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
kepadasuatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan
mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena
penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan
secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan
memberikan kesimpulan kesimpulan yang tidak meragukan”.

Sumber lain menyajikan bahwa “Metodelogi berasal dari kata dasar
metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur
(sistematis) sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir.
Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur
(sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan
penelitian dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian hukum artinya

ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)”
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3.2 Tempat Penelitian
Lokasi/tempat dilaksanakannya Penelitian ini yaitu berlokasi di Propinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) Kecamatan Wera Kabupaten Bima Desa Tawali.
3.3 Waktu Penelitian
Waktu Penelitian berlangsung selama kurang lebih 2 minggu dimulai
pada Tanggal 14 Januari Tahun 2021 sampai dengan Tanggal 28 Januari Tahun
2021
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Mengandung arti realitas. Namun, dalam penelitian istilah
informasi digunakan dari perspektif yang lebih luas, karena selain
informasi penting, pakar ilmu manusia juga menggunakan informasi
opsional yang terdiri dari bahan pustaka seperti monografi dan laporan
eksplorasi. llmu sosial, istilah informasi lebih banyak digunakan dalam
pengertian data, bahan atau referensi yang menjadi alasan pemeriksaan
untuk ditangani dan dirinci sehingga kita dapat menarik beberapa
kesimpulan.
Menurut Nuzulla Agustina, data adalah keterangan mengenai
sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka,
grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan

sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.
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Jenis data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini
dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data Primer dan data
sekunder:

1. Data Primer

“Data primer adalah data yang berasal dari lapangan.Data
lapangan diperoleh dari para responden.Responden, yaitu orang atau
kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap
pertanyaan yang diajukan peneliti.Responden merupakan orang atau
masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.Informan
adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang
dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak
dapat mengarahkan jawaban sesuali dengan yang
diinginkan.Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris
untuk mendapatkan data secara kualitatif.Narasumber adalah orang
yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.Dia bukan bagian
dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat”.

Data primer menurut Soerjono Soekanto, adalah data yang
diperoleh langsung dari masyarakat dan peroleh dengan cara
langsung dari sumber Pertama dilapangan melalui penelitian di
lapangan yaitu perilaku masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari wawancara dan

observasi dengan responden, yaitu Panitia pelaksana pemilihan
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anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Periode 2019-2025,
Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dan beberap
masyarakat yang dianggap mewakili dari unsur Daftar Pemilih Tetap

(DPT).

. Data Sekunder

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Data sekunder yaitu data
yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan
mengkaji bahan-bahan kepustakaan.Bahan hukum sekunder berupa :
rancangan peraturan perundang undangannya, buku-buku hasil karya
para sarjana dan hasil hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti. danbahan hukum tertier berupa

bibliografi dan indeks komulatif”.

Tabel 3.1
Unit Analisa Data Primer dan Data Skunder
No | Variabel Indikator Data Primer Data Skunder Sumber
Data
1 Partisipasi a) Tentang Hak | a) Bagaimana a) Regulasi atau | a) Kepala desa
Aktif Politik kesadaran Perdes terkait | b)Panitia
b) Kesadaran masyarakat pemilihan anggota Pemilihan
£ tentang hak BPD c) Warga
[ewajibag politik b) Daftar  Pemilih |  sebagai
ayT b) Bagaimana Tetap pemilih
kesadaran c) Perolehan Suara
masyarakat d) Jumlah Suara Sah
tentang e) Jumlh suara tidak
kewajiban sah
warga negara f) Yang tidak memilih
dalam
menentukan
pilihan
2 Partisipasi | 1. Pemberian a) Bagaimana a) Regulasi atau Perdes | a) Kepala
Konvensiona suara partisipasi terkait ~ pemilihan desa
I 2. Diskusi masyarakat anggota BPD b) Panitia
dalam b) Daftar Pemilih Pemilihan
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politik

pemilihan

b) Diskusi politik
warga desa
terkait dengan
pemilihan
anggoat BPD

Tetap
c) Perolehan Suara
d) Jumlah Suara Sah
e) Jumlh suara tidak
sah
f) Yang tidak memilih

c) Warga
sebagai
pemilih

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah di wilayah daerah

penelitian yaitu di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Propinsi Nusa Tenggara Bara (NTB). Dengan cara melihat secara dekat

data-data di wilayah penelitian yaitu: monografi desa, perpustakaan,

atau bahan-bahan tertulis, arsip-arsip resmi, keterangan-keterangan dari

para informan.

3.5 Teknik Penentuan Narasumber

Nonprobability Sampling yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian

ini adalah: Purposive Sampling, yaitu: “Teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang

tersebut dianggap paling tau apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial

yang diteliti.
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Tabel 3.2
Tabel Narasumber Penelitian

No Narasumber jumlah
1 Ketua Pemilihan Anggota BPD 1 orang
2 Anggota panitia pemilihan 11 orang
3 Kepala desa 1 orang
4 Pemilih 309orang

Total 322 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1

3.6.2

Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia
dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamannya
selain pencaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.
Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta
di bantu pancaindra lainnya.

Menurut Kartono, pengertian Observasi ialah: “Studi yang
disengaja dan sistematis tetang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis
dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.

Wawancara

Menurut Esterberg, mendefinisikan Interview sebagai berikut; “
a meeting of two persons to exchange information and idea trought
question and responses, resulting in communication and joint

construction of meaning about a particular topic”.
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“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”

3.7 Analisis data

Menurut Rifka Julianty, Analisis adalah “Sebuah penguraian pada
pokok atas bagiannya dan penelaahan itu sendiri, serta hubungan antara bagian
untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman arti keseluruhan”.

Menurut Soerjono Soekanto, Analisis Data Kualitatif adalah:“Suatu
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang
nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.

Analisis data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang mendiskripsikan data apa
adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelas
yang menjelaskan fenomena atau gejala sosial yang sedang terjadi secara

kualitatif.
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